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NOMOR 89 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBE TUKAN, S SUNAN ORGANISASI, UGA DAN FUNGSI 
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TEMPAT PELELANGAN IKAN 

P DA DINAS PERTANIAN, KET HANAN PANGAN, DAN PERIKANAN 

Menim b g 

Mengin a t 

DE GA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TA IKMALAYA, 

ahwa u ntuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 4 ayat (3) 
Peraturan Bupati T s ikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 ten tang 
K dukan, us an 0 anisa ', u gas dan Fung i Perangkat 

er Perat r Bupa ti ten tang 
, Susun an Or nisas ' , gas d Fu n gsi serta 

a a 1 lak a knis e ah Tempat Pelelangan 
Ikan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan 
Perik 

1. Unda g- n dang N m 14 Tahun 195 0 tentang 
emb an Daerah-Daerah K bu paten dalam 

Ling ngan Pr pin si Djawa Bara Berita Negara Republik 
Indones 'a Tahun 19 50), se a gaimana telah diu bah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tah n 1968 tentang 
Pe bentuk Kabup ten Purwak a dan Kabupaten 

uban dengan men gubah Und g-Undang Nomor 14 
Tahu 19 50 ten tang Pem bentukan Daerah-Daerah 
Kabup ten dalam Lin gkung n Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran egara Re ublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 



Menetapkan 
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan a tas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 1 
Tahun 2016 tenta ng Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor I); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

6 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembara n Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahu n 2021 tentang Perubahan 
Kedua a tas Peraturan Daerah Kabupa ten Ta sikmalaya 
Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Pembentuka n dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3 ); 

7 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom or 39 Tahun 2021 
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39); 

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Tuga s dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan 
Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 59); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN 
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN 
PERIKANAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten 

Tasikmalaya. 
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan 

Perikanan Kabupaten Tasikmalaya. 
4. Unit Pe1aksana Teknis Daerah Tempat Pele1angan Ikan yang selanjutnya 

disingkat UPTD Tempat Pe1elangan Ikan adalah Unit Pe1aksana Teknis Daerah 
Tempat Pele1angan Ikan pad a Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan 
Perikanan Kabupaten Tasikmalaya . 

5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pe1aksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan 
Ikan pada Din as Pertanian, Ketahana n Pangan, dan Perikanan Kabu paten 
Tasikmalaya . 

6. Kelom pok Jabatan Fungsional a dalah jabatan Pegawai Negeri Sip il yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawa b, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian danl atau keterampilan terten tu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pa sal2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daera h Tempat 
Pelelangan Ikan Kelas A pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan 
Kabupaten Tasikmalaya. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedu dukan 

Pasal 3 

(1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pengelolaan 
tempat pelelangan ikan. 

(2) UPTD Tempat Pelelangan Ikan seba gaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal4 

UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan tempat pelelangan 

ikan. 
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Bagian Kedua 
Fungsi 

Pasa15 

Dalam melaksanakan tugas, UPfD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal4, mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan; 
b. Pelaksanaan fasilitasi dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan; 
c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan 
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susu nan organisasi UPfD Tempat Pelelangan Ikan terdiri atas: 
a . Kepala UPfD; 
b. SUbbagian Tata Usaha; dan 
c . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur orga nisasi UPfD Tempa t Pelelangan Ikan sebagaimana 
dima ksud pada ayat (1) , tercantu m dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Bagia n Kedua 
Kepegawaian 

Para graf 1 

Pen gangkatan dan Pem berhentian 

Pasal 7 

(1) Kepala UPfD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) h u ruf a diangkat 
dan diberh entikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 

(2) Pejabat pelaksana danl atau pejabat fu n gsional di lingkungan UPfD Tempat 
Pelelangan Ikan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Eselon 

Pasal8 

(1) Kepala UPfD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV. b. 
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BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasal9 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian dan 
pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Tempat Pelelangan Ikan 
dalam penyediaan informasi potensi, monitoring pemasaran di tempat 
pelelangan ikan, pelaksanaan manajemen da n s trategi pengelolaan tempat 
pelelangan ikan serta pembin aan kepada n elayan a tau kelom pok nelayan 
sesu ai dengan kebijakan teknis Kepala Din a s . 

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana d im aksud 
pa da ayat (1) mempunyai rincian tu gas meliputi: 
a . Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Tempat 

Pelelangan Ikan; 

b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat pelelangan ikan; 
c. Melaksanakan koordin asi pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pelayanan 

penju alan dan pelelangan ikan d i tempat pelelangan ikan ; 
d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan; 
e. Melaksanakan pelayanan inform asi potensi sumber daya ikan kepada 

m asyarakat; 
f. Mela ksanakan pemantauan penju alan dan pelelangan ikan; 
g. Mela ksanakan inovasi dan pen gembangan pelayanan dan pelelangan ikan 

d i tempat pelelangan ikan; 
h. Melaksanakan pem binaan person il, pemeliharaan sarana dan prasarana 

ser ta pen gelolaa n keu angan di lingkungan UPTD Tempat Pelela ngan Ikan; 
1. Melaksa n akan kesekretaria tan pa d a UPTD Tempa t Pelelangan Ikan; 
J. Melaksanakan pengelolaa n keu angan dan aset UPTD Tempa t Pelelangan 

Ikan ; 
k. Melaksanakan pengaturan, pen ggunaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana UPTD Tempat Pelelangan Ikan; 
1. Melaksanakan penyusuna n rencana usulan anggaran pendapatan dan 

belanja UPTD Tempa t Pelelanga n Ikan; 
m. Melaksanakan penyusuna n rencana usulan kebutuhan sarana dan 

prasarana UPTD Tempat Pelelangan Ikan; 
n. Melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan unit kerja terkait; 
o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD 

Tempat Pelelangan Ikan; dan 
p . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Kedua 
SUbbagian Tata Usaha 

Pasal 10 

(1 ) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf b 
mempunyru tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, 
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mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan 
kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan 
keuangan di lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyusun rencana kerja UPTD Tempat Pelelangan Ikan; 
b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di 

lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan; 
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD 

Tempat Pelelangan Ikan; 
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Tem pat Pelelangan 

Ika n ; 
e . Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD 

Tempat Pelelangan Ikan; 
f. Melaksanakan pembinaan keta tau sahaan, kearsipan dan kepegawaian di 

lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan; 
g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pen gelolaan 

kearsipan; 
h . Melaksanaka n penyiapan bahan rencana u sulan anggaran penda patan dan 

belanja UPTD Tempat Pelelangan Ikan; 
1. Melaksan a ka n penyiapan bahan rencana usulan kebutuh an dan 

pem eliharaan sarana dan prasarana UPTD Tempat Pelelangan Ikan; 

J. Melaksanakan pencata tan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD 

Tem pat Pelelan gan Ikan; 
k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tu gas kepada Kepala UPTD; 
1. Melaksanaka n koordinasi denga n unit kerja terkait d i lingkungan UPTD 

Tem pat Pelelangan Ikan; dan 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pa sal 11 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dim aksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara 
teknis operasional dan adminis tratif berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan baik teknis 

operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana 
dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun 

horizontal. 

(4) Kepala UPTD harus memberikan laporan ten tang pelaksanaan tugasnya 
secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan. 
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(5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan harus 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala 

UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(6) Setiap laporan dari bawahan yang d iterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah 

dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
menyampaikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal12 

(1 ) Pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan dapat ditetapkan jabatan fun gsional 
tertentu sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

(2) Keten tuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana d im aksud 

pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pa sal13 

Pembiayaan UPTD Tempa t Pelelangan Ikan d ibebankan kepada Anggaran 
Pendapa tan dan Belanja Da erah Kabu paten Ta sikmalaya d a n sumber lain yang 

sah dan tidak m engikat. 

BABIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pa sal14 

Pada saat mu lai berlakunya Peraturan Bupati mI, pejabat yang ada tetap 
m enduduki jabatannya dan melaksanakan tuga snya sampai dengan 

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 120 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fu ngsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan 
pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan die abut dan d inyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasa116 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pacta tan gga l 4 Oktober 2021 

ASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 4 Oktober 2021 



LAMPlRAN 
NOMOR 
TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
89 TAHUN 20 21 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
TEMPAT PELELANGAN lKAN PADA DINAS PERTANIAN, 
KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN lKAN 
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERI KANAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA UPTD 

P..P~ I 

I 
SUBBAGlAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I 


